
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Klausul dalam perjanjian kredit yang tidak seimbang antara kemauan
kreditur dan debitur
Evi Yuniarti, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=88745&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Salah satu sumber pendanaan penting dalam dunia usaha berasal dari lembaga perbankan yang bidang usaha

utamanya antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

dalam bentuk pemberian kredit guna mendukung pembangunan dan memutar roda perekonomian. Setiap

bank mengharapkan kredit yang telah diberikan kepada debitur dapat kembali dengan lancar sesuai dengan

yang telah diperjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Hingga saat ini perjanjian kredit yang

dibuat antara bank dan debitur telah dibuat dengan semata-mata berdasarkan pada asas konsensualitas atau

asas kebebasan berkontrak.

 

Dalam perjanjian kredit kedudukan bank sebagai kreditur dengan debitur tidak pernah seimbang. Perbedaan

kedudukan itu adakalanya bank lebih kuat daripada debitur bila debitur itu termasuk golongan ekonomi

lemah. Hal ini disebabkan klausula berat sebelah yang cenderung atau lebih menguntungkan atau

melindungi kepentingan bank atau sebaliknya dijumpai pula lebih menguntungkan atau melindungi

kepentingan debitur. Apakah asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas yang dijadikan landasan hukum

dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan debitur dapat menciptakan keadilan bagi para pihak

yang membuatnya ? Tolak ukur apakah yang seyogyanya dapat dijadikan pedoman agar klausul yang

ditetapkan dalam perjanjian kredit itu merupakan klausul yang wajar dan tidak memberatkan salah satu

pihak ? Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis

normatif yang menjadi landasan paradigma berpikir.

 

Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat

menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang. Negara bukan

saja berwenang tetapi bahkan berkewajiban untuk campur tangan membatasi berlakunya asas kebebasan

berkontrak yang tidak terbatas. Tolak ukur yang dapat dipakai untuk menentukan klausul-klausul dalam

perjanjian kredit yaitu asas ketertiban umum, asas moral atau kesusilaan, asas kepatutan dan asas itikad baik.
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